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Quesioner : 

Untuk Masyarakat 

1. Apakah Bapak atau ibu tahu apa itu Jaminan Kesehatan ? 

atau pemerintah mempunyai program brobat gratis bagi 

masyarakatnya ? 

2. Bagaimana menurut Bapak atau ibu apakah program itu telah 

berjalan dengan lancar ? 

3. Apakah ibu sendiri telah merasakan manfaat dari KIS itu ? 

4. Bagaimana menurut ibu pelayanan yang didapatkan ! Mulai 

dari pemeriksaannya, obat yang didapatkan. dan juga 

pelayanan penerimaan ibu sebagai masyarakat yang berobat 

menggunakan kartu Indonesia Sehat ? 

 

 

 

 

 

 



Quesioner : 

Untuk Anggota BPJS Kesehatan 

Pertanyaan : 

1. Sejarah berdirinya BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang ? 

2. Profil BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang ? 

3. Struktur Organisasi ? 

4. Bagaimana peran BPJS Kesehatan Ini sebagai penyelenggara 

JKN ?  

5. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten 

Pandeglang dalam memberikan layanan jaminan kesehatan  

Bagi Warga miskin dan tidak mampu di Kabupaten 

Pandeglang ? 

6. Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?  

7. Bagaimana proses pemilihan bagi peserta Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) setelah adanya pendataan dari Dinas Kesehatan ? 

 

 

 

 

 

 



Quesioner : 

Untuk Kepala Puskesmas Bangkonol  

Pertanyaan : 

1. Apakah banyak masyarakat di kecamatan koroncong ini 

yang berobat menggunakan kis ? 

2. Apa saja penyakit yang sering masyarakat berobatkan ? 

3. Bagaimana prosedurnya apabila masyarakat yang 

mempunyai kartu KIS berobat ke puskesmas dengan 

mempunyai riwayat penyakit yang parah ? 

4. Apakah semua pelayanan kesehatan  dan penyakit 

ditanggung oleh BPJS kesehatan ? 

5. Menurut Bapak/Ibu apa kendala bagi masyarakat yang tidak 

mempunyai KIS dan mengunakan SKTM untuk berobat ? 
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